
KEBERATAN PTUN
Tempat Kedudukan Termohon

PUTUSAN 
KOMISI

INFOMASI

Permintaan Salinan
Berkas Putusan Komisi

Informasi
JAWABAN TERMOHON

PENETAPAN MAJELIS
HAKIM

PEMERIKSAAN SECARA
SEDERHANA

PUTUSAN

TIDAK KEBERATAN
Pasal 4 Ayat (3)

BERKEKUATAN HUKUM
TETAP

MAHKAMAH AGUNG
(KASASI)

Maks. 14 hari sejak Putusan
diucapkan/diberitahukan.

PAsal 9 ayat (2)

PUTUSAN KASASI
Maks. 30 hari sejak Majelis Hakim ditetapkan

Pasal 9 ayat 3 (3)

Maks. 60 hari sejak Penetapan
Majelis Hakim.
Pasal 9 ayat (1)

Keberatan1.
Jawaban2.
Pemeriksaan
yang kurang

3.

Pemohon.
Termohon.
Bukti (bila ada
atau baru).
Pasal 7

Dapat memanggil
K.I. Pasal 7 ayat (4)

Penyerahan salinan
& berkas putusan

Maks. 14 hari sejak
pemintaan diajukan.
PAsal 6 ayat (2)

Maks. 14 hari sejak
salinan Putusan
K.I. diterima.
Pasal 4 ayat (2)

Pasal 5 ayat (1) Maks. 14 hari sejak
keberatan
didaftarkan.
Pasal 6 ayat (1)

Maks. 30 hari sejak
Keberatan
didaftarkan.
Pasal 6 ayat (3)

Maks. 3 hari sejak Tenggang
Waktu Jawban Termohon
berakhir. Pasal 6 ayat (4)

KETERANGAN
KEBERATAN
PEMOHON
TERMOHON 
BADAN PUBLIK NEGARA

HARI

: DIPERSAMAKAN DENGAN GUGATAN
: ORANG ATAU BADAN HUKUM INDONESIA
: BADAN PUBLIK NEGARA DAN/ATAU BADAN PUBLIK SELAIN BADAN PUBLIK NEGARA
: LEMBAGA EKSEKUTIF/LEGISLATIF/YUDIKATIF, BADAN LAIN YANG TUGAS POKOKNYA PENYELENGGARAAN NEGARA
   DENGAN MENGGUNAKAN APBD/APBN
: HARI KERJA
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